
KAK/TOR KEGIATAN 

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 12 (Dua Belas) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Bulan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999. 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Program kerja Baristand Industri Ambon ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, 

Renstra, dan juga mengacu pada arah dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Menteri 

Perindustrian Republik Indonesia dan Kepala BSKJI dalam rangka menuju “Kompetensi Inti”.  

Tugas Baristand Industri adalah melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang 

industri. 

Untuk melaksanakan tugas itu Baristand Industri  menyelenggarakan fungsi sbb : 

• Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dibidang bahan baku, bahan 

penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan  pencemaran industri; 

• Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang; 

• Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan 

penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; 

• Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil 

riset/penelitian dan pengembangan; dan 

• Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah 

tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan 

pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. 

 



Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan kegiatan Operasional 

Perkantoran dan Pimpinan. 

Kegiatan ini secara umum melakukan fungsi manajemen sehingga mutlak dilakukan dari tahun ke 

tahun sebagai kegiatan rutinitas, dimana keberhasilan dari pelaksanaan program secara 

keseluruhan sangat ditentukan melalui kegiatan ini, mengingat kebijakan dan strategi pelaksanaan 

kegiatan serta analisa dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara terkoordinasi berada pada 

sub.kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan. 

3. Tujuan/Sasaran 

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk mengkoordinasikan kebijakan/strategi pelaksanaan seluruh 

kegiatan maupun analisa serta evaluasi dengan sasaran yaitu terlaksananya program kerja 

Baristand Industri Ambon secara baik, terencana serta menghasilkan. 

  

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

• Mengkoordinir pelaksanaan Program Balai; Pembentukan Tim-Tim kerja & Panitia  

• Membuat uraian tugas masing-masing Tim & panitia  

• Pengadaan keperluan perkantoran; Pembayaran honorarium  

• Keperluan Perjalanan Dinas 

• Mengevalusi pelaksanaan Program 

• Pelaporan 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Penyusunan rencana kerja 

b. Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kerja             

2. Pelaksanaan Operasional Perkantoran 

dan Pimpinan 

            

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan tahun 2022 

adalah sebesar Rp. 3.070.000..000,- (tiga milyar tujuh puluh juta rupiah), yang dibebankan atas sumber 

dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan 

rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

Ambon, 4 Juni 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 



KAK/TOR KEGIATAN 

INKUBATOR BISNIS 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan 

Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Kelembagaan Baristand Industri 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang 

Organisasi  Tata Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang  

Pengembangan Inkubator Wirausaha dalam usaha untuk meningkatkan  

daya saing nasional melalui penumbuhkembangan wirausaha baru yang  

tangguh, kreatif, profesional dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan  

sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan  

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

2. Gambaran Umum 

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian terus 

meningkatkan pelayanan jasanya untuk menjadi pusat standardisasi,  inovasi dan 

pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan pelaku industri nasional. Hal tersebut diharapkan 

mampu mendorong peningkatan daya  saing  produk  dalam  negeri  di  pasar  domestik  dan  

ekspor.  Inovasi teknologi  yang  telah  dilakukan  Balai  Besar  dan  Baristand  Industri  

perlu dilanjutkan secara intensif ke jenjang implmentasi dan penerapan sehingga dapat lebih 

banyak digunakan oleh pelaku industri nasional. 

Keberadaan Inkubator Bisnis Teknologi diharapkan dapat mendorong lahirnya  wirausaha  

baru  yang  tangguh  dan  menjadi  salah  satu  instrumen yang  efektif  dalam  

pengembangan  IKM  dan  wirausaha  baru.  Wirausaha baru  berbasis  teknologi  atau  

wirausaha  inovatif  atau  dalam  bentuk  yang lebih umum IKM inovatif merupakan 



komponen penting dalam perekonomian  suatu  bangsa.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  

oleh  dampak yang dihasilkannya seperti penciptaan lapangan kerja baru, potensi 

penghasilan  pajak  dan  aktor  penting  dalam  mengadopsi  inovasi  teknologi untuk 

menghasilkan produk bernilai tambah tinggi 

 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Menumbuhkan dan mengembangkan IKM yang berdaya saing serta Meningkatkan 

kapasitas kelembagaan IBT BIAM 

 

3. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Perencanaan 

- Pelaksanaan 

- Evaluasi. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

c. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan inkubator bisnis tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

36.604.000,- (Tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah), yang dibebankan atas 

sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN INDUSTRI 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Adanya kerjasama dan dokumen kerjasama 

Volume Keluaran : 1 (satu)  

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Layanan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

- Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999 tentang Tata cara pengggunaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari kegiatan tertentu; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon. 

- Surat Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri dan Perdagangan Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan R.I. No.624/BPPIP/SK/XI/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jasa 

Pelayanan Teknis; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 

tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

- Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.462/KMK.06/2003 tentang Persetujuan Penggunaan 

sebagian dana PNBP yang berasal dari PNBP Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi 

Industri dan Perdagangan di lingkungan BPPIP Depperindag 

 

2. Gambaran Umum 

Baristand Industri Ambon dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 

senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu Instansi Pemerintah, Swasta, 

Organisasi kemasyarakatan/ profesi maupun perseorangan.  Kegiatan ini dalam rangka 

memperkenalkan kemampuan Balai di berbagai bidang Layanan Jasa Teknik. Sesungguhnya kegiatan 

Jalinan Kerjasama ini telah berlangsung dari tahun ke tahun secara baik, yakni antara lain di bidang 

Jasa Pengujian produk, Jasa Rekayasa alat maupun Jasa Konsultansi. 

 

Dengan demikian kedepan kegiatan kerjasama dengan stakeholders tetap menjadi perhatian, karena 

harapan dari itu PNBP Balai akan meningkat. 

 

3. Maksud 

Maksud dari pada kegiatan ini untuk memenuhi permintaan pengguna jasa/stakeholders atas layanan 

jasa teknik di bidang rekayasa alat maupun Pengujian serta konsultansi dengan menghasilkan produk 

berkualitas serta selesai tepat waktu.  

 



4. Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan bertambahnya tingkat kepercayaan pengguna jasa/ stakeholders terhadap jasa 

layanan teknik Balai. 

 

5. Ruang Lingkup Kegiatan 

Batasan kegiatan ini hanya lingkup kegiatan Pelayanan Jasa Teknik kepada pihak ketiga, dalam 

rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

NO.     U R A I A N   K E G I A T A N 
B  U  L  A  N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Hunting klien             

 Konsultasi teknik dengan Stakeholder             

 Pengadaan bahan/material             

 Perekayasaan alat produksi             

 

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan  Rancang Bangun Dan Perekayasaan 

Industri tahun 2022 adalah sebesar Rp. 114.850.000,- (seratus empat belas juta delapan ratus lima puluh 

ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Pendpatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran 

dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

GAJI DAN TUNJANGAN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 12 (Dua Belas) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Bulan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999. 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah 

berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang sah, yang berhak diterima penerima gaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri 

beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga demikian dapat memusatkan 

perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. 

Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada pegawai setiap awal bulan sebelum yang 

bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang 

disebut dengan Daftar Gaji Induk/Bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja dimana pegawai 

tersebut gajinya dibayarkan. 

Komponen-komponen gaji terdiri atas: 

- Gaji Pokok 

- Tunjangan Keluarga 

- Tunjangan Jabatan 

- Tunjangan Beras 

- Tunjangan PPh 



- Uang Makan 

- Uang Lembur 

- Tunjangan Khusus. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Menjamin kelayakan hidup PNS, sehingga PNS yang bersangkutan dapat memusatkan 

perhatiannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

a. Pembayaran gaji pokok 

b. Pembayaran pembulatan gaji PNS 

c. Pembayaran tunjangan suami/istri PNS 

d. Pembayaran tunjangan anak PNS 

e. Pembayaran tunjangan struktural PNS 

f. Pembayaran tunjangan fungsional PNS 

g. Pembayaran tunjangan PPh PNS 

h. Pembayaran tunjangan beras PNS 

i. Pembayaran uang makan PNS 

j. Pembayaran tunjangan umum PNS 

k. Pembayaran uang lembur 

l. Pembayaran tunjangan khusus/kegiatan 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

c. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi: 

a. Persiapan 

b. Pembayaran gaji dan tunjangan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan             

2. Pembayaran gaji dan tunjangan             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS tahun 2022 adalah sebesar 

Rp. 6.953.281.000,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu 

rupiah)., yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 10 (Sepuluh) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Bulan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999. 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Biaya penambah daya tahan tubuh merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan 

biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat 

menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh pegawai aparatur sipil negara yang 

diberi tugas melaksanakan pekerjaan/tugas dan fungsi kantor, yang memberikan dampak buruk 

bagi kesehatan pegawai dimaksud. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh PNS, sehingga PNS yang 

bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsi kantor. 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh 30 Orang PNS. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

 



 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Penyusunan rencana kerja 

b. Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kerja             

2. Pengadaan makanan dan minuman             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya 

Tahan Tubuh PNS tahun 2022 adalah sebesar Rp. 102.000.000,- (seratusdua juta rupiah), yang 

dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PERAWATAN GEDUNG KANTOR 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 2.277 (dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Meter persegi (m2) 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Perawatan gedung kantor merupakan kegiatan pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor dengan 

maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor tetap berada dalam kondisi 

semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). 

Luas gedung dan halaman kantor adalah 5000 m2 yang terdiri dari gedung I (laboratorium dan 

ruang kerja) seluas 616 m2, gedung II (ruang kerja dan aula) seluas 776 m2, gedung III 

(laboratorium dan ruang kerja) seluas 900 m2, gedung IV (bengkel) seluas 336 m2 dan halaman 

kantor seluas 2.372 m2. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Memelihara asset negara serta memberikan rasa nyaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi. 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Pembersihan 

- Pengecatan bagian kantor 

- Penataan halaman 

- Perbaikan/penggantian bagian gedung. 

 

 

 



B. Penerima Manfaat 

3. Stakeholder/pengguna jasa 

4. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

c. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara kontraktual. 

d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi: 

a. Pembersihan 

b. Pengecatan bagian kantor 

c. Penataan halaman 

d. Perbaikan/penggantian bagian kantor 

 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pemilihan penyedia barang/jasa             

3. Perawatan gedung kantor             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perawatan Gedung Kantor tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

194.271.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang 

dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PERAWATAN SARANA KANTOR 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 12 (Dua Belas) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Bulan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999. 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Dalam rangka menjaga dan memelihara aset Negara termasuk sarana kantor, maka wajib 

dilakukan perawatan secara berkala untuk menghindari terjadinya kerusakan yang bisa berakibat 

fatal. 

Selain dari itu untuk menjaga terawatnya sarana perkantoran secara baik diantaranya yaitu barang-

barang inventaris kantor, komputer, AC split dan mesin genzet 45 KVA, alat laboratorium uji dan 

alat bengkel dalam rangka  menunjang pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi unit kerja teristimewa 

dalam melayani masyarakat pengguna jasa sebagai  bagian dari unsur pelayanan Publik. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu tersedianya dana/anggaran perawatan 

sarana kantor  agar gedung sarana kamtor dapat terpelihara dengan baik. 

Alasan kegiatan ini perlu dilaksanakan adalah untuk memelihara aset Negara serta akan 

memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan tugas. 

Maksud dari pada kegiatan ini adalah melakukan perawatan terhadap sarana kantor seperti service 

dan pemeliharaan rutin. 

   

 

3. Tujuan/Sasaran 

Tujuannya adalah Sarana Kantor sebagai asset Negara senantiasa terpelihara dan terawat secara 

baik. 



 

  

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

a. Pembuatan rencana kerja 

b. Identifikasi sarana yang akan dirawat 

c. Pengusulan 

d. Pelaksanaan perawatan 

e. Pembuatan Laporan.. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kerja             

2. Pelaksanaan Perawatan             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perawatan Sarana Kantor  tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

134.380.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dibebankan atas 

sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 

dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

LANGGANAN DAYA DAN JASA 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 12 (Dua Belas) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Bulan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999. 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Langganana Daya dan jasa merupakan kebutuhan operasional kantor yang harus selalu ada dalam 

pembiayaan tahuanan suatu instansi. Hal ini disebabkan karena tanpa layanan listrik, air dan 

telepon maka praktis operasional suatu instansi tidak dapat berjalan dengan baik.  

 

3. Tujuan/Sasaran 

Menjamin kelancaran operasional kantor lewat ketersediaan layanan dan jasa listrik, telepon dan 

air. 

  

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ketersediaan layanan listrik, telepon dan air. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

 

 

 



C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Penyusunan rencana kerja 

b. Langganan Listrik, Telepon, Air 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kerja             

2. Pelaksanaan Langganan Listrik, 

telepon dan air 

            

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Langganan Daya dan Jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

314.400.000,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana 

rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian 

terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4, RODA 2 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 12 (Dua Belas) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Bulan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999. 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Dalam rangka menjaga dan memelihara aset Negara termasuk sarana kendaraan bermotor baik 

roda 4 maupun roda 2, maka wajib dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk menghindari 

terjadinya kerusakan yang bisa berakibat fatal. 

Selain dari itu untuk menjaga tepeliharanya kendaraan bermotor roda4 dan roda2 secara baik 

dalam rangka  menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baristand Industri Ambon, 

khususnya dalam melayani masyarakat pengguna jasa sebagai  bagian dari unsur pelayanan Publik. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu tersedianya dana/anggaran pemeliharaan 

kendaraan bermotor agar kendaraan operasional kamtor dapat terpelihara dengan baik. 

Alasan kegiatan ini perlu dilaksanakan adalah untuk memelihara aset negara serta memperlancar 

pelaksanaan tugas. 

Maksud dari pada kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan bermotor 

seperti service dan pemeliharaan rutin. 

 

 

 

 

 

 



3. Tujuan/Sasaran 

Tujuannya adalah agar kendaraan bermotor roda4 dan roda 2 sebagai asset negara senantiasa 

terpelihara dan terawat secara baik. 

  

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

a. Pembuatan rencana kerja 

b. Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 

c. Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 

d. Pembuatan Laporan.. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

 

 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kerja             

2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 

Roda 2 

            

3 Pemeliharaan Kendaraan bermotor 

Roda 4 

            

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4, Roda 2 tahun 

2022 adalah sebesar Rp. 143.400.000,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang 

dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 12 (Dua Belas) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Bulan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999. 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Program kerja Baristand Industri Ambon ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, 

Renstra, dan juga mengacu pada arah dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Menteri 

Perindustrian Republik Indonesia dan Kepala BSKJI dalam rangka menuju “Kompetensi Inti”.  

Tugas Baristand Industri adalah melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang 

industri. 

Untuk melaksanakan tugas itu Baristand Industri  menyelenggarakan fungsi sbb : 

• Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dibidang bahan baku, bahan 

penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan  pencemaran industri; 

• Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang; 

• Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan 

penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; 

• Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil 

riset/penelitian dan pengembangan; dan 

• Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah 

tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan 

pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. 

 



Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan kegiatan Operasional 

Perkantoran dan Pimpinan. 

Kegiatan ini secara umum melakukan fungsi manajemen sehingga mutlak dilakukan dari tahun ke 

tahun sebagai kegiatan rutinitas, dimana keberhasilan dari pelaksanaan program secara 

keseluruhan sangat ditentukan melalui kegiatan ini, mengingat kebijakan dan strategi pelaksanaan 

kegiatan serta analisa dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara terkoordinasi berada pada 

sub.kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan. 

3. Tujuan/Sasaran 

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk mengkoordinasikan kebijakan/strategi pelaksanaan seluruh 

kegiatan maupun analisa serta evaluasi dengan sasaran yaitu terlaksananya program kerja 

Baristand Industri Ambon secara baik, terencana serta menghasilkan. 

  

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

• Mengkoordinir pelaksanaan Program Balai; Pembentukan Tim-Tim kerja & Panitia  

• Membuat uraian tugas masing-masing Tim & panitia  

• Pengadaan keperluan perkantoran; Pembayaran honorarium  

• Keperluan Perjalanan Dinas 

• Mengevalusi pelaksanaan Program 

• Pelaporan 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Penyusunan rencana kerja 

b. Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kerja             

2. Pelaksanaan Operasional Perkantoran 

dan Pimpinan 

            

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan tahun 2022 

adalah sebesar Rp. 2.181.549..000,- (dua milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh 

sembilan ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran 

dan Biaya (RAB). 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

Indikator Keluaran (Output) : Sarana dan prasarana internal 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Paket 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional Tahun 2015-2035. 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

 

2. Gambaran Umum 

Pasal 3, diktum (e) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordiansi bahan 

rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta 

pengelolaan perpustakaan. 

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 

perkantoran Baristand Industri Ambon TA. 2020. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Tersedianya fasilitas perkantoran yang menunjang urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, 

perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi bahan rencana dan program, penyiapan bahan 

evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Pemilihan penyedia barang/jasa 



b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Pemilihan penyedia barang/Jasa             

2. Pengadaan perangkat pengolah data             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data tahun 2022 adalah 

sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni 

(RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

Indikator Keluaran (Output) : Sarana dan prasarana internal 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Paket 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional Tahun 2015-2035. 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

 

2. Gambaran Umum 

Pasal 3, diktum (e) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordiansi bahan 

rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta 

pengelolaan perpustakaan. 

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 

perkantoran Baristand Industri Ambon TA. 2020. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Tersedianya fasilitas perkantoran yang menunjang urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, 

perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi bahan rencana dan program, penyiapan bahan 

evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

 

 



C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Pemilihan penyedia barang/jasa 

b. Pengadaan peralatan perkantoran 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Pemilihan penyedia barang/Jasa             

2. Pengadaan peralatan perkantoran             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran tahun 2022 adalah 

sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) 

dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAK/TOR KEGIATAN 

PENGADAAN PERALATAN MEUBELER 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Sarana dan Prasarana Internal 

Indikator Keluaran (Output) : Sarana dan prasarana internal 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Paket 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional Tahun 2015-2035. 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

 

2. Gambaran Umum 

Pasal 3, diktum (e) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordiansi bahan 

rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta 

pengelolaan perpustakaan. 

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 

perkantoran Baristand Industri Ambon TA. 2020. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Tersedianya fasilitas perkantoran yang menunjang urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, 

perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi bahan rencana dan program, penyiapan bahan 

evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

 



C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Pemilihan penyedia barang/jasa 

b. Pengadaan Peralatan Meubeler 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Pemilihan penyedia barang/Jasa             

2. Pengadaan peralatan meubeler             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Meubeler tahun 2022 adalah 

sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah 

murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon 

Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PELATIHAN MANAJEMEN DAN PEMBUATAN BUSSINESS PLAN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan 

Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Kelembagaan Baristand Industri 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang 

Organisasi  Tata Kerja Kementerian Perindustrain; 

 

2. Gambaran Umum 

Business  plan  adalah  sebuah  rancangan manajemen  bisnis  dari  awal  perintisan 

sampai bisnis  terus  berkembang.  Business  plan  tidak hanya  berguna  ketika  sebuah 

bisnis  berjalan diawal-awal,  namun  berlaku  pada  saat  bisnis mengalami proses yang 

begitu panjang 

Permasalahan UMKM yang biasanya dirasakan pada saat ini adalah bagaimana caranya 

menciptakan perencanaan bisnis yang baik, baik dari aspek SDM, manajemen, biaya 

produksi, maupun keuangan. Selain itu, perencanaan manajemen keuangan yang baik 

juga juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil  dan 

menengah, Lalu, ditambah dengan kurangnya akan pengetahuan tentang bagaimana cara 

dalam pengembangan bisnis maupun penciptaan inovasi produk. Biasanya kegiatan 

produksi dan pemasaran dalam kegiatan UMKM ini masih tradisional sehingga 

mengakibatkan peluang usahanya menjadi kecil. 

 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Untuk mengetahui perancangan dan implementasi perencanaan bisnis sehingga mampu 

mengelola bisnis secara mandiri dan berkesinambungan 



 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Perencanaan 

- Pemilihan lembaga penyelenggara 

- Pelaksanaan pelatihan 

- Evaluasi. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan manajemen dan pembuatan bussiness 

plan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 22.582.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh 

dua ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana 

Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PELATIHAN AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001:2015 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan 

Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Kelembagaan Baristand Industri 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang 

Organisasi  Tata Kerja Kementerian Perindustrain; 

 

2. Gambaran Umum 

ISO 9001 merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek – praktek standar untuk 

manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk 

(barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau 

persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan 

organisasi 

Adanya tuntutan konsumen, tuntunan persaingan dan peningkatan kinerja, dibutuhkan 

suatu system  manajemen yang berkualitas, terorganisir dan sistematik. ISO 9001 

merupakan standar sistem manajemen Mutu bukan manajemen Produk, tetapi produk 

yang dihasilkan dari suatu system manjemen yang berkualitas akan meghasilkan produk 

dan kualitas layanan yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan. 

Manfaat bagi Lan Uji dapat meningkatkan kinerja operasional secara signifikan melalui 

peningkatan efesiensi, produktivitas dan perbaikan terus menerus, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempertinggi posisi Lab Uji dalam 

persaingan di pasar. Manfaat bagi Konsumen dapat memperoleh produk dan jasa bermutu 

sesuai dengan harapan konsumen dan Manfaat bagi karyawan yaitu meningkatkan 

kepuasan karyawan dalam bekerja dan menumbuhkan proses pembelajaran bagi 

keberhasilan dalam bekerja 



3. Tujuan/Sasaran 

Untuk mengarahkan dan memberi pemahaman kepada peserta dalam menyiapkan dan 

menyusun dokumentasi yang teruji sebagai dasar penerapan dan evaluasi, serta strategi 

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 bagi perusahaan yang berkomitmen 

menghasilkan produk dan layanan bermutu serta kinerja yang tinggi. 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Perencanaan 

- Pemilihan lembaga penyelenggara 

- Pelaksanaan pelatihan 

- Evaluasi. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan manajemen dan pembuatan bussiness 

plan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 48.164.000,- (Empat puluh delapan juta seratus enam puluh 

empat ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana 

Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

DIKLAT HALLAL ASSURANCE SYSTEM 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan 

Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Kelembagaan Baristand Industri 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang 

Organisasi  Tata Kerja Kementerian Perindustrain; 

 

 

2. Gambaran Umum 

Produk halal menjadi gelombang baru dalam percaturan bisnis internasional pada satu 

dekade terakhir ini, trend  permintaan terhadap produk halal terus meningkat. 

Peningkatan tersebut menjadi sebuah peluang sekaligus juga tantangan bagi para 

pengusaha dan produsen untuk memenuhi standar kehalalan tersebut. Tentu saja 

dibutuhkan kemauan yang kuat dari pengusaha, pengetahuan yang memadai mengenai 

sistem berproduksi yang halal, pengetahuan bahan-bahan halal, sistem jaminan halal serta 

segala sesuatu yang terkait dengannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu mengikuti diklat Halal Assurance System   

untuk Auditor Halal Internal di Lab, baik bagi Lab yang telah menyusun manual SJH 

maupun yang sedang atau akan mengimplementasikannya di Lab. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Kemampuan  untuk  monitoring  dan  mengevaluasi penerapan sistem jaminan halal pada 

produk yang dihasilkan 

 

 



4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Perencanaan 

- Pemilihan lembaga penyelenggara 

- Pelaksanaan pelatihan 

- Evaluasi. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Diklat Halal Assurance System tahun 2022 

adalah sebesar Rp. 30.582.000,- (Tiga puluh  juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 

yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya 

(RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN  

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian 

Unit Eselon I : Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri  (BSKJI) 

Program   : Dukungan Manajemen 

Hasil  : Tersedianya teknologi dan kebijakan industry 

Unit Eselon II/Satker                           : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon. 

Kegiatan   : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian 

Indikator Kinerja Kegiatan           : Manajemen Kesekretariatan yang terkelola secara baik 

Satuan Ukur Dan Jenis Keluaran : Dokumen program/ KAK, RAB, Satuan 3B, Renja, Renkin, Rapat-

rapat koordinasi 

Volume  : 4 (empat) Dokumen 

 

A. LATAR  BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

e. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999 tentang Tata cara pengggunaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari kegiatan tertentu; 

f. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon. 

g. Surat Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri dan Perdagangan Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan R.I. No.624/BSKJIP/SK/XI/2000 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis; 

h. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.462/KMK.06/2003 tentang Persetujuan Penggunaan 

sebagian dana PNBP yang berasal dari PNBP Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi 

Industri dan Perdagangan di lingkungan BSKJIP Depperindag 

 

2. Gambaran Umum 

Didalam mengemban visi dan misi Baristand Industri Ambon sesuai Tupoksi,maka 

penyusunan Program kerja Tahun 2022 merupakan bagian kelanjutan Program tahun-tahun 

sebelumnya agar berkesinambungan, program ini sebagai acuan pembahasan dengan Mentor 



untuk selanjutnya ditingkat Nasional dibahas pada Rapat Konsinyering Program yang tujuannya 

untuk memantapkan dan mensinergikan program unit-unit di lingkungan BSKJI sesuai 

perkembangan yang terjadi saat itu, sehingga dapat disusun program kerja yang terpadu guna 

mendukung kebijakan Pembangunan Industri Nasional. 

Penyusunan program sangat terkait dengan system penganggaran, sesuai Undang-Undang 

No.17 tahun 2003 mewajibkan untuk mengakomodasikan 3 komponen dari Sistem penganggaran 

yang baru yaitu : Penganggaran Terpadu, Penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka 

menengah dan Penganggaran Berbasis kinerja..  Penyatuan anggaran ke dalam format anggaran 

terpadu menghindari duplikasi pendanaan suatu kegiatan, pendekatan kerangka pengeluaran 

jangka menengah akan menjaga kesinambungan fiskal dan meningkatkan keterkaitan antara 

proses perencanaan dan proses penganggaran, sedangkan pendekatan anggaran berbasis kinerja 

mengutamakan upaya pencapaian keluaran dan hasil atas biaya masukan yang ditetapkan.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan Penyusunan Program 

dan Rencana Kerja Tahun 2022 sesuai ketentuan. 

Alasan kegiatan ini dilaksanakan mengingat perubahan  sistem penganggaran dari yang 

selamaini berorientasi pada masukan menjadi berorientasi pada keluaran.  Dalam sistem yang 

baru, penanggung jawab dan pengelola program dan kegiatan harus memfokuskan upaya pada 

pencapaian sasaran keluaran kegiatan dan hasil dari program yang dilaksanakan. 

Maksud dari pada kegiatan ini adalah untuk menginventarisasi, mengkompilasi, 

merumuskan dan menyusun program Balai, serta  memantapkan, mensinergikan dan 

mensinkronisasikan program antara BSKJI, Pusat, Balai Besar dan Baristand Industri. Tujuan 

kegiatan ini adalah menyusun dan menetapkan Program kerja dan Anggaran Baristand Industri 

Ambon tahun 2022, yang terpadu antar unit-unit di Lingkungan BSKJI. 

 

B. PENERIMA MANFAAT 

Yang menjadi penerima manfaat kegiatan ini yaitu internal Baristand Industri Ambon 

 

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 

1. MetodePelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan Penyusunan Program melalui cara Seminar, Diskusi, Rapat Sinergi, 

Konsultasi dan Pembahasan. 

 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja sebagai berikut : 

 Kegiatan Seminar, untuk menjaring usulan program litbang 

 Mengkaji/merumuskan usulan program dari Kabupaten/Kota 

 Presentasi program pada Rapat Konsinyering/Rapat Sinergi Program BSKJI 

 Mengikuti Sosialisasi Krisna dan SAKTI tahun.2022 

 Pembahasan RKA-KL (pagu definitif) u/proses terbit DIPA tahun.2022. 

 

 

 



Waktu pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 12 bulan di Tahun 2022. 

 

NO.     U R A I A N   K E G I A T A N 

B  U  L  A  N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 
12 

1 Mengkaji & merumuskan usulan program dari 

Seksi 

            

2 Mengkaji & merumuskan usulan program dari 

Kab/Kota 

            

3 Mengikuti Rapat Konsinyering/Sinergi Program 

BSKJI  

            

4 Mengikuti Sosialisasi Krisna dan Sakti Thn.2022             

5 Penyusunan Dokumen Perencanaan             

6 Pembahasan Program (pagu indikatif)              

6 Pembahasan Program (pagu anggaran) untuk 

proses DIPA  

            

 

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 

Waktu pencapaian keluaran dari bulan Februari sampai Desember 2022 

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

Total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran tahun 2022 

sebesar Rp. 73.920.000,- (Tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber 

dari Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon TA. 2022. 

 

Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 

 Ambon, 6 Oktober 2021 

Baristand Industri Ambon 

Kepala, 

 

 

RANSI PASAE 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENYUSUNAN DAN REVIEW RENSTRA 2020-2024 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 1 (satu) orang 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Sertifikat 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Rencana Strategis ini berpedoman pada perencanaan yang ikut memberikan kontribusi bagi 

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan industri sebagaimana yang diamanatkan pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, Rencana Strategis Kementerian 

Perindustrian 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

2020 - 2024. 

Penyusunan Renstra Baristand Industri Ambon Tahun 2020-2024 ini merupakan penjabaran 

terpadu, selaras dengan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri serta merupakan 

hasil formulasi strategis untuk mencapai keberhasilan Baristand Industri Ambon dalam rangka 

mencapai visi dan melaksanakan misi yang ditetapkan. Materi Renstra dijadikan acuan dalam 

penyusunan Program dan Kegiatan di lingkungan Baristand Industri Ambon selama kurun waktu 

tahun 2020-2024. 

Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon 2020 – 2024 ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan untuk meningkatkan keterpaduan dan keteraturan dalam perencanaan program dan 

kegiatan Balai. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan dan terwujudnya pencapaian tujuan 

Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon 2020 – 2024 dijamin melalui 

proses evaluasi yang akan dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan serta 

perubahan lingkungan strategis. 

 

 

 

 



3. Tujuan/Sasaran 

Sebagai acuan untuk meningkatkan keterpaduan dan keteraturan dalam perencanaan program dan 

kegiatan Balai 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Identifikasi Masalah dan Sumberdaya 

- Identifikasi hambatan dan peluang 

- Penyusunan Renstra 

- Review Renstra Tahunan 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Penyusunan rencana kerja 

b. Pengujian bahan dan produk 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Identifikasi Masalah dan Sumberdaya             

2. Identifikasi hambatan dan peluang             

3. Penyusunan Renstra             

4. Review Renstra Tahunan             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan  Penyusunan dan review Renstra 2020-2024 

tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibebankan 

atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 

2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

MONITORING TRIWULAN,ALKI DAN TAPKIN SERTA PENYUSUNAN LAPORAN PP 39 DAN 

LAPORAN KINERJA 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 8 (delapan)  

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Laporan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Akuntasi Instansi (SAI) adalah suatu sistem terpadu yang 

menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan 

dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas kementrian/lembaga.  Sistem 

Akuntasi Instansi (SAI) itu sendiri terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang harus dibuat oleh setiap instansi sebagai bahan 

informasi sekaligus sebagai bahan penilaian kinerja dan juga berguna untuk perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan. 

 

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka kegiatan Perencanaan/ Implementasi/ 

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi mutlak diperlukan. 

Kegiatan menyusun laporan Keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan 

untuk memberikan informasi dan sekaligus menjadi bahan penilaian kinerja dari Unit kerja yang 

bersangkutan.  Selain itu juga berguna untuk menjadi bahan pertimbangan perencanaan ke depan 

dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara. 

 

3. Maksud 

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka kegiatan Perencanaan/ Implementasi/ 

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi mutlak diperlukan. 

 

 



 

4. Tujuan 

Kegiatan menyusun laporan Keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan 

untuk memberikan informasi dan sekaligus menjadi bahan penilaian kinerja dari Unit kerja yang 

bersangkutan.  Selain itu juga berguna untuk menjadi bahan pertimbangan perencanaan ke depan 

dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara. 

 

5. Ruang Lingkup Kegiatan 

Penerima manfaat dari KegiatanPerencanaan/ImplementasiPengelolaan SAI ini adalah pihak 

internal (pegawai) Baristand Industri Ambon. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan 

Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan data sumber; Melakukan rekonsiliasi baik di 

KPPN, Kanwil Ditjen Anggaran maupun ke Eselon I; Kegiatan penyusunan laporan dengan 

menggunakan aplikasi sesuai standar dan aturan yang berlaku; dan mengikuti Workshop untuk 

menyusun laporan semester I dan II tingkat eselon I.Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

b. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi : 

 Pengumpulan data sumber 

 Pembuatan laporan Bulanan/Triwulan dan Rekonsiliasi ke KPPN dan Kanwil Ditjen 

Anggaran;  

 Workshop penyusunan laporan tingkat eselon I semester I dan Semester II  

 Penyusunan laporan Tahunan. 

 

NO. K E G I A T A N 
B  U  L  A  N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Pengumpulan data sekunder             

02. Penyusunan Laporan Keuangan (berkala)             

03. Penyusunan Laporan Barang Milik 

Negara 

            

04. Perjalanan dinas, dalam rangka 

Workshop & Rekonsiliasi SAI 

            

05 Pelaporan             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan  Monitoring Triwulan,ALKI dan TAPKIN 

serta Penyusunan Laporan PP39 dan laporan Kinerja tahun 2022 adalah sebesar Rp. 31.464.000,- (tiga 

puluh satu juta  empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah 

Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian 

terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENGELOLAAN SAP DAN BMN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 8 (delapan)  

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Laporan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Akuntasi Instansi (SAI) adalah suatu sistem terpadu yang 

menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan 

dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas kementrian/lembaga.  Sistem 

Akuntasi Instansi (SAI) itu sendiri terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang harus dibuat oleh setiap instansi sebagai bahan 

informasi sekaligus sebagai bahan penilaian kinerja dan juga berguna untuk perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan. 

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka kegiatan Perencanaan/ Implementasi/ 

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi mutlak diperlukan. 

Kegiatan menyusun laporan Keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan 

untuk memberikan informasi dan sekaligus menjadi bahan penilaian kinerja dari Unit kerja yang 

bersangkutan.  Selain itu juga berguna untuk menjadi bahan pertimbangan perencanaan ke depan 

dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara. 

2. Maksud 

Maksud dari pada Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) 

ialah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan 

keuangan serta Barang Milik Negara (BMN). 

3. Tujuan 

Tujuan dari pada kegiatan ini adalah Menjaga aset pemerintah pusat termasuk yang ada di 

Kementerian/Lembaga melalui pencatatan,pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang 

konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. 

 

4. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dari KegiatanPerencanaan/ImplementasiPengelolaan SAI ini adalah pihak 

internal (pegawai) Baristand Industri Ambon. 

 

 



5. Strategi Pencapaian Keluaran  

1. Metode Pelaksanaan 

 Metode Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan 

Barang Milik Negara (BMN) dengan menggunakan data sumber; Melakukan rekonsiliasi baik 

di KPPN, Kanwil Ditjen Anggaran maupun ke Eselon I; Kegiatan penyusunan laporan dengan 

menggunakan aplikasi sesuai standar dan aturan yang berlaku; dan mengikuti Workshop untuk 

menyusun laporan semester I dan II tingkat eselon I. 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi : 

a. Pengumpulan data sumber 

b. Pembuatan laporan Bulanan/Triwulan dan Rekonsiliasi ke KPPN dan Kanwil Ditjen 

Anggaran;  

c. Workshop penyusunan laporan tingkat eselon I semester I dan Semester II  

d. Penyusunan laporan Tahunan. 

 

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

NO. K E G I A T A N 

B  U  L  A  N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Pengumpulan data sekunder             

02. Penyusunan Laporan Keuangan (berkala)             

03. Penyusunan Laporan Barang Milik 

Negara 

            

04. Perjalanan dinas, dalam rangka 

Workshop & Rekonsiliasi SAI 

            

05 Pelaporan             

 

B. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan  Pengelolaan SAP dan BMN tahun 2022 

adalah sebesar Rp. 53.188.000,- (lima puluh tiga juta  seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang 

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri. 

Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Layanan Internal 

Volume : 1 (satu) layanan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah.; 

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional Tahun 2015-2035; 

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025; 

- Permenperin Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

- Peraturan Kepala BPKP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 

2014 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. 

- Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang 

Pedoman Evaluasi SPIP. 

- Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang 

Pedoman Pelaksanaan CEE. 

 

2. Gambaran Umum 

Pengertian SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada 

kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan penerapan 

sistem pengendalian internal mengacu pada prinsip (1) sistem pengendalian sebagai 

proses yang integral, menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus, (2) 

dipengaruhi oleh manusia, (3) memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan 

mutlak, (4) diterapkan sesuai kebutuhan, ukuran kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi 

instansi penyelenggara. 

 



3. Tujuan/Sasaran 

Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

a. Pembangunan Infrastruktur (Norming) 

Ruang lingkup kegiatan ini berupa penyempurnaan, perbaikan dan penyusunan 

pedoman, prosedur standar operasi, petunjuk teknis dan kebijakan lainnya yang 

akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan unsur-unsur SPIP. 

b. Internalisasi/Implementasi (Forming) 

Ruang lingkup kegiatan ini berupa penerapan 5 (lima) unsur SPIP, meliput: (1) 

lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) 

informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. 

c. Pengembangan Berkelanjutan (Performing) 

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah 

dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Pembangunan infrastruktur (Norming) 

b. Internalisasi/implementasi (Forming) 

c. Pengembangan berkelanjutan. (Performing) 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Norming             

2 Forming             

3 Performing             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

tahun 2022 adalah sebesar Rp. 25.084.000,- (dua puluh lima juta delapan puluh empat ribu 

rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi 

Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan 

Biaya (RAB). 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

Ransi Pasae 



 

KAK/TOR KEGIATAN 

IMPELEMTASI ZONA INTERGRITAS MENUJU WBK/WBBM 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri. 

Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Layanan Internal 

Volume : 1 (satu) layanan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002 Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; 

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional Tahun 2015-2035; 

- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

- Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi; 

- Inpres Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 

2012; 

- Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

- Permenperin Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

- Permenperin Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan 

Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

- Permenperin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian; 

- Permenperin Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 

Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 



- Permenperin Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan 

Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

- Permenperin Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

 

 

2. Gambaran Umum 

Keberhasilan upaya pencegahan korupsi dirasakan kurang optimal, salah satu 

penyebabnya diduga karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan 

direncanakan dengan baik. 

Untuk itu pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model 

pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja ZI inilah dilakkan berbagai 

upaya pencegahan korupsi secara terpadu. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

a. Manajemen Perubahan 

b. Penataan Tatalaksana 

c. Penataan Sistem Manajemen SDM 

d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

e. Penguatan Pengawasan 

f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Pelaksanaan: 

Kegiatan implementasi ZI menuju WBK/WBBM dilaksanakan setiap bulan dan 

dilakukan monitoring dan evaluasi di akhir triwulan. 

b. Penanggung Jawab Kegiatan: 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi 

c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan: 

Januari s/d Desember 2022 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pelaksanaan             

2 
Monitoring dan 

Evaluasi 
            

 

 



D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Implementasi ZI Menuju WBK/WBBM tahun 

2022 adalah sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 

yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya 

(RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

AKREDITASI LS PRO 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan 

Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Kelembagaan Baristand Industri 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Kegiatan Kelembagaan Baristand Industri 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang 

Organisasi  Tata Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata cara 

penunjukan lembaga sertifikasi produk 

 

2. Gambaran Umum 

Lembaga sertifikasi produk (LsPro) merupakan lembaga pemerintah maupun swasta yang 

mempunyai tugas dan wewenang untuk memastikan standar mutu produk atau barang. 

LsPro memiliki peran dalam menunjang kebijakan pemerintah untuk pemberlakuan SNI 

wajib yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan lingkungan. 

LSPro harus mempunyai laboratorium penguji yang kompeten sehingga mampu menguji 

keseluruhan parameter SNI yang diajukan. Sebagai bentuk jaminan bagi suatu lembaga 

sertifikasi agar mempunyai kredibilitas yang memadai perlu dilakukan akreditasi oleh 

lembaga nasional yang independen dalam hal ini adalah Komite Akreditasi Nasional 

(KAN). 

Kompetensi laboratorium penguji dibuktikan dengan akreditasi dari KAN (Komite 

Akreditasi Nasional), atau akreditasi badan akreditasi lain yang telah menandatangani 

MRA APLAC/ILAC sesuai dengan lingkup akreditasi, atau akreditasi badan akreditasi 

lain yang telah menandatangani MRA dengan KAN 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Menjadi Lembaga Sertifikasi produk yang berdaya saing, terpercaya, professional dan 

mandiri 

 

 



4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Permohonan akreditasi 

- Penyiapan dokumen 

- Audit dokumentasi 

- Audit sertifikasi 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Akreditasi LS PRO tahun 2022 adalah sebesar 

Rp. 32.660.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang dibebankan 

atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan 

Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Kelembagaan Baristand Industri 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Kegiatan Kelembagaan Baristand Industri 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

- Peraturan Menteri PAN RB No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar 

Layanan Publik 

- Peraturan Menteri PAN RB No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

- Peraturan Menteri Perindustrian No.40/M-IDN/PER/6/2006 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik 

- Peraturan Menteri Perindustrian No.86/M-IDN/PER/9/2009 Tentang Standar 

Nasional Industri Bidang Industri 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI No.875/M-IND/PER/12/2009 tentang 

Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian 

Perindustrian 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI No.34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode 

Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI No.55/M-IND/PER/3/2011 tentang Unit 

Pelayanan Publik Kemeterian Perindustrian 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian 

Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Secara Wajib 
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No 13 Tahun 1997 tentang Badan 

Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan keberadaan BSN dengan Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) merupakan bagian dari BSN. Berdasarkan Keputusan 

Presiden tersebut maka KAN merupakan satu-satunya badan akreditasi yang 

independen di Indonesia, dengan tugas pokok memberikan akreditasi kepada lembaga 

sertifikasi, laboratorium kalibrasi/penguji dan akreditasi kepada bidang standardisasi 

lainnya sesuai dengan kebutuhan 

 

 

 



2. Gambaran Umum 

Salah satu layanan akreditasi yang diberikan oleh KAN adalah akreditasi Laboratorium 

Kalibrasi (LK), yaitu akreditasi yang diperuntukkan bagi laboratorium yang 

mengoperasikan kegiatan kalibrasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 “Persyaratan 

Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”. 

Kalibrasi adalah kegiatan yang dalam kondisi tertentu, pada tahap pertama, menetapkan 

hubungan antara nilai besaran dan ketidakpastian pengukuran yang diberikan oleh standar 

pengukuran dan penunjukan terkait dengan ketidakpastian pengukurannya, dan pada 

tahap kedua, menggunakan informasi ini untuk menetapkan sebuah hubungan untuk 

memperoleh hasil pengukuran berdasarkan suatu penunjukan. 

Kesetaraan hasil pengukuran oleh berbagai pihak ini merupakan pra-syarat sehingga 

pengakuan terhadap hasil-hasil penilaian kesesuaian dapat diterima dengan baik. 

Dalam menjalankan operasionalnya, LK dipersyaratkan oleh KAN untuk menerapkan 

sistem yang mengacu kepada persyaratan standar sebagai berikut: 

- SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan 

Laboratorium Kalibrasi 

- Peraturan dari badan regulasi (regulatory body) atau persyaratan khusus lainnya yang 

ditetapkan. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Untuk memastikan kesetaraan hasil pengukuran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan 

 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Permohonan akreditasi 

- Penyiapan dokumen 

- Audit dokumentasi 

- Audit sertifikasi 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Evaluasi             

 

 



D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Akreditasi Lab Kalibrasi tahun 2022 adalah 

sebesar Rp. 34.760.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang 

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya 

(RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan 

Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Kelembagaan Baristand Industri 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Kegiatan Kelembagaan Baristand Industri 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

- Peraturan Menteri PAN RB No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan 

Publik 

- Peraturan Menteri PAN RB No.16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

- Peraturan Menteri Perindustrian No.40/M-IDN/PER/6/2006 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Keramik 

- Peraturan Menteri Perindustrian No.86/M-IDN/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional 

Industri Bidang Industri 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI No.875/M-IND/PER/12/2009 tentang Rencana 

Aksi Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI No.34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik 

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI No.55/M-IND/PER/3/2011 tentang Unit 

Pelayanan Publik Kemeterian Perindustrian 

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) 

- Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(UU-JPH) 

- Keberadaan LPH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 

2019 tentang Pelaksanaan atas UU-JPH 

 

2. Gambaran Umum 

Perkembangan perekonomian saat ini yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sirkulasi 

peredaran barang yang begitu cepat,  dibutuhkan  sebuah  lembaga  yang  bisa  menjamin  

halal  atau tidaknya  sebuah  produk. Kehalalan tersebut dibuktikan dengan adanya 

sertifikat halal yang diberikan oleh lembaga tersebut setelah melewati serangakaian 

prosedur pemeriksaan yang sudah ditetapkan. Setelah lembaga yang memiliki wewenang  

menerbitkan sertifikat halal maka produsen berhak untuk memberikan lebel halal pada 

produk mereka. 



Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah elemen penting dalam pelaksanaan layanan 

sertifikasi halal dan implementasi jaminan produk halal. LPH merupakan lembaga yang 

bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan 

Produk termasuk penugasan terhadap auditor halal 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Untuk melaksanakan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap produk yang 

dipasarkan kepada masyarakat 

 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Permohonan akreditasi 

- Penyiapan dokumen 

- Audit dokumentasi 

- Audit sertifikasi 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Evaluasi             

 

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Akreditasi Lab Kalibrasi tahun 2022 adalah 

sebesar Rp. 33.586.000,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 

yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya 

(RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 



 

KAK/TOR KEGIATAN 

KALIBRASI ALAT ALAT LABORATORIUM 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I : Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri. 

Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Jumlah kegiatan 

Volume : 3 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri mempunyai tugas 

melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri, dan dalam melaksanakan 

tugas tersebut maka Baristand Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan 

standard, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, 

peralatan/mesin, dan hasil produk. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Terkalibrasinya peralatan uji laboratorium LP-BIAM. 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Kalibrasi massa 

- Kalibrasi volume 

- Kalibrasi suhu 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 



 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Penyusunan rencana kerja 

b. Kalibrasi peralatan uji 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kerja             

2. Kalibrasi peralatan uji             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Kalibrasi Alat Laboratorium tahun 2022 adalah sebesar 

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai 

Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana 

Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Manajemen Satker 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Manajemen Satker 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik 

- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian; 

- Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan 

dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. 

 

2. Gambaran Umum 

Dokumentasi/Kearsipan merupakan sutau proses pengaturan dokumen/arsip mulai dari penciptaan, 

penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam 

penyusunan dan pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, serta 

mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Memelihara dokumen/arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. 

 

 

 



4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Penciptaan, penerimaan, pengumpulan dokumen/arsip 

- Pengendalian, pemeliharaan dan perawatan dokumen/arsip 

- Penyimpanan dan pemusnahan arsip. 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola. 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi: 

a. Persiapan 

b. Penyelenggaraan dokumentasi/kearsipan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan             

2. Penyelenggaraan dokumentasi             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan tahun 2022 adalah sebesar 

Rp. 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu  rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah 

murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian 

terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENJAJAKAN KERJASAMA 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Terjalinnya kerjasama, Pelayanan Informasi serta 

Pameran/PromosKeluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 1 (satu) Kegiatan 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kerjasama 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Gambaran Umum 

Hasil-hasil riset yang dilakukan oleh Baristand Industri Ambon belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh 

masyarakat, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha pemasyarakatan.  Untuk itu Baristand Industri 

Ambon berupaya melaksanakan penjajakan kerjasama untuk pemanfaatan hasil riset di seluruh 

Kabupaten Kota di Maluku 

Alasan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memberikan informasi tentang Hasil-hasil Litbang 

Baristand Industri Ambon kepada masyarakat dan Stakeholder serta menjalin kerjasama. 

 

2. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan yaitu memperkenalkan Baristand Industri ke Stakeholder terkait 

 

3. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Baristand Industri makin dikenal 

masyarakat luas 

  

4. Penerima Manfaat 

Masyarakat dan Stakeholders 

 

5. Strategi Pencapaian Keluaran 

a. Metoda Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan ini melalui kunjungan langsung ke stakeholder terkait 

 

b. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 

Pelaksana kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pengembangan Jasa Teknis / Tim pelaksana kegiatan 

Kerjasama. 

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala Baristand Industri Ambon. 

 

c. Tempat pelaksanaan kegiatan 

Tempat pelaksanaan kegiatan penjajakan Kerjasama dengan stakeholders di seluruh Kabupaten 

Kota di Propinsi Maluku. 

 

 

 

 

 



d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 

NO.     U R A I A N   K E G I A T A N 
B  U  L  A  N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perjalanan dinas, dalam rangka Penjajakan 

Kerjasama 

            

2. Pelaporan             

 

B. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Promosi/Kerjasama tahun 2022 adalah 

sebesar Rp. 44.146.000,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), yang 

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni  (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PAMERAN/VISUALISASI/PUBLIKASI 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Terjalinnya kerjasama, Pelayanan Informasi serta Pameran/Promosi 

Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Perkantoran 

Volume Keluaran : 1 (Satu) Laporan 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Pameran, Brosur/Leaflet dan Laporan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 

tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

A. Gambaran Umum 

Hasil-hasil riset yang dilakukan oleh Baristand Industri Ambon belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh 

masyarakat, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha pemasyarakatan.  Untuk itu Baristand Industri 

Ambon berupaya meningkatkan promosi dan penyebarluasan hasil riset dan teknologi melalui 

kegiatan Pameran yang dibuat baik internal daerah Maluku maupun Pameran hasil riset dan teknologi 

yang dilaksanakan secara nasional. 

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan kegiatan 

Pameran/visualisasi/publikasi dan promosi hasil-hasil riset dan teknologi. 

Alasan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memberikan informasi tentang Hasil-hasil Litbang 

Baristand Industri Ambon kepada masyarakat dan Stakeholder dalam bentuk leaflte/brosur melalui 

kegiatan pameran. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan yaitu memperkenalkan Baristand Industri ke Stakeholder terkait 

 

C. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Baristand Industri makin dikenal 

masyarakat luas 

  

D. Penerima Manfaat 

Masyarakat dan Stakeholders 

 



E. Strategi Pencapaian Keluaran 

a. Metoda Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan ini melalui media cetak, siaran radio, brosur/leaflet, visualisasi 

foto, maupun peragaan langsung. 

Tahapan kegiatan ini meliputi : Persiapan pelaksanaan kegiatan; Pelaksanaan  kegiatan 

Kerjasama/Promosi/Pameran; Pembuatan laporan.  

 

b. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan 

Pelaksana kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pengembangan Jasa Teknis / Tim pelaksana kegiatan 

Kerjasama/Promosi. 

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Kepala Baristand Industri Ambon. 

 

c. Tempat pelaksanaan kegiatan 

Pameran Ristek/TTG/Produk Industri dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. 

 

d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 

NO.     U R A I A N   K E G I A T A N 
B  U  L  A  N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kegiatan Promosi             

2. Pengadaan bahan dan peralatan             

3. Pembuatan Brosur/leaflet             

4. Penyiapan Materi peragaan/pameran             

5. Perjalanan dinas, dalam rangka Pameran             

6. Pelaporan             

 

 

F. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Pameran/Visualisasi/Publikasi tahun 2022 

adalah sebesar Rp. 106.252.000,- (Seratus enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang 

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

TEMU PELANGGAN 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Jasa Teknis 

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pelanggan 

Volume Keluaran : 50 pelanggan 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Indeks Kepuasan Pelanggan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 

tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Pasal 3 diktum (d) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri 

menyelenggarakan fungsi  pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan 

dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Terselenggaranya fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan 

dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan. 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Pengadaan bahan 

- Temu Pelanggan 

- Monitoring dan evaluasi 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 



b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan 

b. Pelaksaanaan kegiatan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kegiatan             

2. Pelaksanaan kegiatan             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Temu pelanggan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

32.890.000,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dibebankan atas 

sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan 

Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran 

dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

PENGUJIAN BAHAN DAN PRODUK 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Layanan Jasa Teknis 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Layanan Jasa Teknis 

Volume Keluaran : Jumlah sampel 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan 

IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Pasal 3 diktum (c) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri 

menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standard, pengujian dan sertifikasi dalam 

bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Terselenggaranya fungsi perumusan dan penerapan standard, pengujian dan sertifikasi dalam 

bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk. 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Perumusan standar 

- Penerapan standar 

- Pengujian dan sertifikasi 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 



b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Penyusunan rencana kerja 

b. Pengujian bahan dan produk 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan rencana kerja             

2. Pengujian bahan dan produk             

4. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengujian Bahan dan Produk tahun 2022 adalah sebesar 

Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber 

dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 

Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 10 Juni 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAK/TOR KEGIATAN 

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM 

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian RI 

Unit Eselon I/II : Badan Standardisasi dan Jasa Industri 

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Sasaran/Program : Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri 

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri 

Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri. 

Keluaran (Output) : Kelembagaan Baristand Industri 

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Kegiatan Kelembagaan Baristand Industri 

Volume Keluaran : 1 (Satu) 

Satuan  Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri; 

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi  Tata 

Kerja Kementerian Perindustrain; 

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 

2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 

2. Gambaran Umum 

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, 

pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil 

produk. 

Kegiatan operasional dan pemeliharaan laboratorium dimaksudkan untuk mendukung fungsi 

pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil 

produk. 

 

3. Tujuan/Sasaran 

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan Laboratorium LP-BIAM 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan 

- Permohonan perluasan ruang lingkup 

- Permohonan akreditasi 

- Assesment 

 

B. Penerima Manfaat 

1. Stakeholder/pengguna jasa 

2. Baristand Industri Ambon 

 

 



C. Strategi Pelaksanaan. 

a. Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi: 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan 

c. Evaluasi 

 

No Uraian Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Perencanaan             

2. Pelaksanaan             

3. Evaluasi             

 

D. Biaya 

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium tahun 2022 

adalah sebesar Rp. 108.942.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), 

yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon 

Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 

 

 

Ambon, 6 Oktober 2021 

Kepala Baristand Industri Ambon 

 

 

 

Ransi Pasae 

 

 


